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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study was aimed to know the process of certification 

of land through UMK Program in order to enhance capital access, and to found 

the cause of people who didn’t utilize their land right certificates. 

The research methodology used was qualitative research method with 

phenomenological approach. This study was carried out for program participants 

certification of land rights in order to enhance capital access  in fiscal year 2012 in 

Lamangga and Baadia Village, Murhum District, Lipu and Katobengke Village, 

Betoambari District, and also Sukanayo and Kadolo Village, Kokalukuna District. 

In this study the technique of collecting data through interviews, observations, and 

document study. The technique of data analysis was used qualitative analysis 

technique to decipher the results of interviews and in-depth analysis of the data 

obtained. 

The results showed that: first, the implementation of certification of land 

certificate through UMK Program in the Land Office of Bau-Bau devided into 3 

(three) phases, namely pre-certification, certification, and  post-certification. 

Certification of land through UMK Program was not implemented based on the 

procedures in technical manual execution. It gave an effect of the implementation 

process of UMK Land had not successfully as expected which is the purpose of 

the implementation of the program was to enhance capital access had not been 

fully achieved. This happened due to the implementation, the program was not 

appropriate targeted are not really in need of capital for business. Second, in the 

use of land certificates, not all program participants utilize their land right 

certificates. The utilization of UMK land right certificate was influenced by 

perceptions or goals of program participants who followed the activity of land 

right certificate as well as other reasons of the participant raised privately. In 

addition to, the utilization of land right certificate of UMK participant were also 

influenced by the role of institutions or related institutions such as 

Disperindagkop and UKM Bau-Bau, Land Office Bau-Bau, and the financial 

institutions. 

 

 

Keywords : Land right certificate, The utilization of UMK certificate, Capital 

Access enhancement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Sistem perekonomian di era global mengarah pada mekanisme pasar 

sehingga sulit dihindari dan menakutkan terutama bagi negara-negara 

berkembang seperti Indonesia. Hal ini memungkinkan adanya persaingan 

ekonomi secara bebas baik itu pelaku ekonomi dalam negeri maupun pelaku 

ekonomi luar negeri. Oleh karena itu, pelaku ekonomi dalam negeri perlu 

kesiapan agar mampu bertahan sekaligus bersaing dengan pelaku ekonomi 

lain untuk menghadapi  tantangan era globalisasi. 

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini belum dikatakan pulih 

seutuhnya akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997
1
. Krisis 

tersebut telah mempengaruhi kondisi perekonomian nasional . Pada saat 

usaha besar mengalami keterpurukan akibat krisis moneter, usaha mikro dan 

kecil yang kurang mendapat perhatian justru tidak banyak berpengaruh oleh 

adanya krisis moneter. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain 

sebagai berikut
2
: 

                                                           
1
 Saat ini pemerintah mengeluarkan 4 paket kebijakan untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi 

diantaranya: 1. Paket pertama untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS, 2. Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, 3. Paket ketigauntuk 

menjaga daya beli dan paket keempat untuk mempercepat investasi (dikutip dari 

http://setkab.go.id/berita-9953-pemerintah-keluarkan-4-paket-kebijakan-untuk-cegah-krisis-

ekonomi.html, diakses tanggal 15 Desember 2013, pukul 20.06 WIB) 
2
 Tiktik Sartika Partomo (2004), Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, dalam 

http://www.fe.trisakti.ac.id/pusatstudi_industri/PUSAT%20STUDY%20TULUS%20TAMBUNAN/

Pusat%20Studi/Working%20Paper/WP9.pdf, (diakses tanggal 15 Desember 2013, pukul 20.16 

WIB) 



2 

 

1. Sebagian besar usaha kecil memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa 

dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, 

2. Sebagian besar usaha kecil tidak mendapat modal dari bank.  

3. Usaha kecil mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing.  

4. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri 

hulu dihilangkan, usaha kecil mempunyai pilihan lebih banyak dalam 

pengadaan bahan baku. Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi 

meningkat. 

Berdasarkan hal di atas, diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat 

sehingga memungkinkan masyarakat untuk bisa hidup mandiri. Adanya krisis 

tersebut dapat menyadarkan kembali akan peranan usaha-usaha kecil dan 

mikro. Hal ini menyebabkan sektor ini mulai kembali diperhatikan sebagai 

salah satu instrumen pemerataan dan solusi perekonomian Indonesia. 

Keberadaan Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya dalam tulisan ini 

disebut UMK) patut mendapatkan perhatian dari semua pihak dalam rangka 

pembangunan ketahanan ekonomi masyarakat. Saat ini minat UMK telah 

berkembang sedemikian rupa pesatnya dari semua sektor produktivitas. 

Namun dalam perkembangan sering menemui kendala dalam pengembangan 

modal usaha terutama untuk pengembangan permodalan. Peluang untuk 

mendapatkan modal dari lembaga keuangan sering mendapatkan kendala 

yaitu persyaratan untuk agunan. 

Salah satu kendala dalam agunan tersebut adalah sertipikat hak atas 

tanah. Banyak masyarakat pelaku UMK yang mampu menyediakan agunan 

akan tetapi menemui kendala karena hak atas tanahnya belum terdaftar. 
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Sementara itu pihak bank atau lembaga keuangan lainnya mensyaratkan 

adanya sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional. 

Untuk mendukung pengembangan UMK dalam meningkatkan akses 

permodalan, maka BPN RI melakukan berbagai upaya dan kerja sama dengan 

pihak lain salah satunya Kementerian Koperasi dan UKM. Kerjasama 

tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara 

Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPN RI nomor 

01/SKB/M.KUKM/VII/2007 tentang Percepatan Program Pemberdayaan 

Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk 

Peningkatan Akses Permodalan. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia semakin mendapat 

perhatian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro 

dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan 

Akses Permodalan yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 12 tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan 

Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk 

Peningkatan Akses Permodalan. 
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Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau merupakan salah satu Kantor 

Pertanahan yang melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah Program UMK. 

Sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang (Tahun 2014) telah melakukan 

kegiatan pensertifikatan tanah melalui program UMK sebanyak 4 (empat) 

kali
3
. Kegiatan sertipikasi tanah melalui Program UMK selain bertujuan 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah juga dapat 

digunakan sebagai agunan di bank guna meningkatkan akses permodalan. 

Akan tetapi, sertipikat hak atas tanah tersebut tidak dimanfaatkan secara 

maksimal oleh masyarakat peserta Program UMK untuk peningkatan akses 

permodalan. 

Pada tahun 2012, pensertifikatan tanah melalui Program UMK di 

Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau sebanyak 100 bidang yang tersebar dalam 6 

kelurahan. Akan tetapi, dari 100 bidang tanah tersebut yang dimanfaatkan 

untuk meningkatkan akses permodalan dengan jalan diagungkan di bank 

melalui pemberian hak tanggungan hanya 1 bidang atau sebesar 1%
4
. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

                                                           
3
 Kegiatan pensertipikatan tanah melalui Program UMK tahun 2014 sebanyak 100 bidang 

sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau. Sampai saat ini 

(19 Juli 2014), kegiatan pensertipikatan tanah melalui Program UMK  masih dalam tahap 

pelaksanaan. 
4
 Data diperoleh dari laporan pemberian hak tanggungan sejak sertipikat hak atas tanah melalui 

program UKM dibagikan kepada pemegang hak atas tanah sampai dengan tanggal 17 Desember 

2013 
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Tabel 1. Data pensertpikatan tanah melalui program UMK pada Kantor 

Pertanahan Kota Bau-Bau Tahun Anggaran 2012. 

No. Nama 

Desa/Kelurahan 

Target 

(bidang) 

Realisasi 

(bidang) 

No. Hak pemanfaatan 

1. Kel. Sukanayo 49 bidang 49 bidang 
HM 00396 

s/d 00444 

- 

2. Kel. Lamangga 8 bidang 8 bidang 
HM 01100 

s/d 01107 

- 

3. 
Kel. 

Katobengke 
12 bidang 12 bidang 

HM 01410 

s/d 01421 

- 

4. Kel. kadolo 11 bidang 11 bidang HM 00250 

s/d 00260 

1 bidang (HT No. 

00185/2013) 

6. Kel. Lipu 10 bidang 10 bidang 
HM 00873 

s/d 00882 

- 

Jumlah  100 bidang 100 bidang   
Sumber: Laporan kegiatan pelaksanaan legalisasi aset Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tahun 2012 

 

Berdasarkan tabel 1 (satu) di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui Program UMK di Kantor 

Pertanahan Kota Bau-Bau dikatakan berhasil pada kegiatan legalisasi asset. 

Akan tetapi pada pelaksanaan acces reform masih jauh dari tujuan pemberian 

sertipikat tersebut yaitu untuk meningkatkan akses permodalan. Dengan kata 

lain, bila sertipikat hak atas tanah tersebut tidak dijadikan jaminan kredit di 

bank, maka membuat tujuan dan sasaran Program UKM tidak tercapai secara 

maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik  untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pemanfaatan Sertifikat Hak Atas Tanah Pelaku 

Usaha Mikro dan Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kota 

Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara“ 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peran UMK sangat penting 

dalam mendukung perekonomian nasional. Akan tetapi, dalam 

perkembangannya UMK mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan modal. 

Padahal mereka memiliki aset berupa tanah yang tanpa disadari dapat 

digunakan sebagai jalan untuk mendapatkan modal. Modal dapat diperoleh 

ketika tanah itu sudah bertipikat dan selanjutnya sertipikat tersebut dijadikan 

sebagai agunan di bank. Atas dasar hal tersebut pemerintah dalam hal ini 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan 

pensertipikatan tanah UMK untuk meningkatkan akses permodalan. 

Pada tahun 2012, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau melaksanakan 

pensertipikatan tanah UMK sebanyak 100 bidang. Akan tetapi, pelaksanaan 

kegiatan pensertipikatan tanah UMK di Kota Bau-Bau belum sesuai dengan 

petunjuk teknis pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada saat pra sertipikasi 

maupun pasca sertipikasi. Pada pra sertipikasi seleksi calon peserta tidak tepat 

sasaran karena bukan pelaku UMK yang benar-benar membutuhkan modal 

usaha. Pada pasca sertipikasi kegiatan pendampingan dan fasilitasi peserta 

program juga tidak dilaksanakan karena ketiadaan anggaran. Selain 

pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, pelaku UMK 

yang menjadi peserta program pensertipikatan tanah tidak memanfaatkan 

sertipikat hak atas tanahnya untuk meningkatkan akses permodalan. Hal ini 

menyebabkan program pensertipikatan tanah UMK di Kota Bau-Bau tidak 

berhasil karena tujuan dari program ini adalah sertipikat sebagai jaminan 

kredit pada lembaga keuangan untuk meningkatkan akses permodalan.  
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini 

adalah prosedur pensertifikatan tanah melaui Program UMK yang 

dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau Tahun 2012. Hal ini 

dikarenakan pada pelaksanaan pensertipikatan tanah lintas sektor, kegiatan 

dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum dan 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan 

kegiatan. Selain pelaksanaan pensertipikatan tanah, juga diteliti tentang 

alasan masyarakat tidak memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya guna 

meningkatkan akses permodalan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui proses pensertifikatan tanah melalui program 

UKM guna peningkatan akses permodalan. 

b. Untuk mengetahui penyebab masyarakat pelaku UKM tidak 

memanfaatkan sertipikat hak atas tanah guna peningkatan akses 

permodalan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

prosedur pensertifikatan tanah melalui program UKM, sehingga 

dapat dijadikan pembelajaran saat kembali bekerja di kantor. 

b. Bagi masyarakat (pelaku UKM), dapat memberi pengetahuan tentang 

arti penting mensertipikatkan tanah, yaitu selain memberikan jaminan 

kepastian hukum hak atas tanah, sertipikat juga dapat digunakan 
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sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dalam upaya 

meningkatkan usahanya 

E. Kebaruan (Novelty)  

Kebaruan (Novelty) dimaksudkan untuk dapat mengetahui perbedaan 

penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilaksanakan tidak bersifat mubazir 

sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. 

Kebaharuan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Penelitian-penelitian terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul penelitian 
Metode 

Penelitian 
Masalah yang diteliti 

1. 

 

 

 

Primanda 

Jayadi (2006) 

Pelaksanaan 

pensertipikatan 

tanah melalui 

program 

pemberdayaan 

pengusaha mikro 

dan kecil di 

Kabupaten Barito 

Utara 

Metode 

Penelitian 

Dekriptif - 

Kualitatif 

1. Pelaksanaan 

pensertipikatan tanah 

ditinjau dari aspek 

operasional, pembiayaan, 

jangka waktu dan 

tanggapan peserta 

2. Kendala dalam rangka 

pensertipikatan ditinjau 

dari aspek operasional, 

biaya, dan waktu 

2. Ria Nurhayati 

(2010) 

Sertifikasi Hak atas 

tanah untuk  

peningkatan akses 

permodalan bagi 

usaha mikro dan 

kecil (Studi di 

Kabupaten Bantul) 

Metode 

Penelitian 

Dekriptif - 

Kualitatif 

1. Pelaksanaan sertipikasi 

hak atas tanah pada 

program pemberdayaan 

usaha mikro dan kecil di 

Kabupaten Bantul 

2. Pemanfaatan sertipikat 

untuk peningkatan akses 

permodalan bagi 

pengusaha mikro dan 

kecil 

3. 

 

Kadek Dwija 

(2011) 

Pensertipikatan 

Tanah Melalui 

Program Usaha 

Mikro Dan Kecil 

Metode 

Penelitian 

Dekriptif – 

1. Bagaimana pelaksanaan 

pensertipikatan tanah 

melalui program Usaha 

Mikro dan kecil oleh 
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Oleh Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten Bangli 

(Kasus Kegagalan 

Di Kabupaten 

Bangli) 

 

 

Kualitatif 

 

 

 

 

 

kantor pertanahan 

kabupaten Bangli serta 

kendala- kendala yang 

ditemui dalam 

pelaksanaannya 

2. Apakah tujuan dan 

sasaran program Usaha 

Mikro dan Kecil oleh 

kantor pertanahan 

Kabupaten bangli 

4 Nurhafiati 

(2014) 

Pemanfaatan 

Sertipikat Hak Atas 

Tanah Pelaku 

Usaha Mikro dan 

Kecil Untuk 

Peningkatan Akses 

Permodalan di 

Kota Bau-Bau 

Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif - 

Fenomenologi 

1. Bagaimana proses 

pensertipikatan tanah 

melalui Program UMK 

untuk peningkatan akses 

peermodalan 

2. Apa yang menyebabkan 

masyarakat pelaku UMK 

tidak memanfaatkan 

sertipikat hak atas tanah 

untuk meningkatkan 

akses permodalan 

Sumber: Pengolahan Skripsi STPN 2006-2011 

Pada tabel 2 (dua) di atas, terdapat beberapa penelitian yang telah 

dilakukan terkait tema yang diteliti. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya 

mengkaji pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui program UKM serta 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu pemanfaatan 

sertifikat hak atas tanah telah diteliti juga, akan tetapi penelitian tersebut 

hanya meneliti sejauh sertifikat tersebut dimanfaatkan atau tidak 

dimanfaatkan. Adapun perbedaan penelitian yang dilaksanakan terdahulu 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada beberapa penelitian yang terdahulu,  lokasi penelitian terletak di 

Kabupaten Bantul (DIY), Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah) 

dan Kabupaten Bangli (Bali). Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di 

Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara) 
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2. Dalam Primanda Jayadi (2006) penekanan penelitian pada pelaksanaan 

pensertipikatan tanah dan kendalanya ditinjau dari aspek operasional, 

pembiayaan dan jangka waktu. Dalam Ria Nurhayati (2010), penekanan 

penelitian pada pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah dan pemanfaatan 

sertipikat. Dalam kadek Dwija (2011), penekanan penelitian pada dampak 

kegiatan sertipikasi hak atas tanah terhadap peningkatan akses permodalan 

dan peningkatan usaha UMK. Sedangkan pada penelitian ini dikaji 

mengenai pelaksanaan pensertipikatan tanah pelaku UMK dan penyebab 

pelaku UMK tidak memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya untuk 

meningkatkan akses  

3. Hasil penelitian oleh Primanda jayadi (2006) menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pensertipikatan tanah Program UMK dilaksanakan sesuai 

dengan aturan walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanannya 

seperti kurangnya koordinasi para pihak terkait, kurangnya kesadaran 

peserta dalam memahami makna bantuan yang diberikan. Dalam Ria 

Nurhayati (2010) menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikasi khususnya 

pada tahap penentuan subyek tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

serta sebagian besar peserta tidak memanfaatkan sertipikat. Kadek Dwija 

(2011) menunjukkan pelaksanaan pensertipikatan tanah UMK di 

Kabupaten Bangli masih banyak menemui kendala seperti kurangnya 

koordinasi instansi pelaksana, kurangnya sumber daya manusia pelaksana 

program. Selain itu, Kadek Dwija juga menguraikan penyebab masyarakat 

Kabupaten Bangli tidak memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya dari 

persepsi masyarakat pelaku UMK. Pada hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa pelaksanaan pensertipikatan tanah pelaku UMK di Kota Bau-Bau 

tidak dilaksanakan sesuai petunujuk pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat 

dari cara kinerja Tim Pokja, identifikasi dan inventarisasi calon peserta 

serta adanya pendampingan maupun fasilitasi terhadap pelaku UMK 

setelah kegiatan pensertipikatan tanah. Atas dasar hal tersebut pelaku 

UMK tidak memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya sesuai dengan 

tujuan pemberiannya yaitu untuk meningkatkan akses permodalan. 

Penyebab masyarakat pelaku UMK tidak memanfaatkan sertipikat hak atas 

tanahnya baik dari persepsi masyarakat maupun dari instansi pelaksana 

(pihak Kantor Pertanahan dan pihak Disperindagkop dan UKM)  

Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal: (1) lokasi penelitian; (2) masalah 

yang diteliti; serta (3) hasil penelitian. Kajian penelitian menjadi berbeda 

karena pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pensertipikatan tanah 

UMK baik sebelum kegiatan sertipikasi maupun setelah kegiatan sertipikasi 

serta alasan masyarakat pelaku UMK tidak memanfaatkan sertipikat hak atas 

tanahnya. 
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BAB VII 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui Program UMK yang 

dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau dibagi dalam 3 (tiga) 

tahap kegiatan yaitu pra sertipikasi, sertipikasi dan pasca sertipikasi. 

Pelaksanaan Program UMK ini belum berjalan sesuai dengan petunjuk 

teknis pelaksanaannya sehingga tujuan dari program yaitu untuk 

meningkatkan akses permodalan belum tercapai. Hal ini dikarenakan pada 

saat penjaringan calon peserta program yang dilaksanakan oleh 

Disperindagkop dan UKM telah salah sasaran yaitu bukan peserta UMK 

yang benar-benar membutuhkan modal usaha. Oleh karena itu, dalam 

memanfaatkan sertipikat hak atas tanah tidak sesuai dengan tujuan 

pemberian sertipikat tersebut yaitu dapat dijadikan agunan untuk 

meningkatkan akses permodalan. Pelaksanaan pensertpikatan hak atas 

tanah UMK juga tidak terlepas dari kendala-kendala baik pada saat pra 

sertipikasi, sertipikasi dan pasca sertipikasi. 

2. Pemanfaatan sertipikat hak atas tanah Program UMK belum sesuai dengan 

tujuan pemberian sertipikat tersebut yaitu untuk meningkatkan akses 

permodalan. Hal ini disebabkan karena sebagian peserta UMK tidak 

memahami tujuan program tersebut. Selain itu, pemanfaatan sertipikat hak 

atas tanah Program UMK ini juga sangat dipengaruhi oleh peran instansi 

terkait misalnya dalam hal sosialisasi program, penyuluhan yang 

dilaksanakan untuk menjelaskan tujuan program, serta keaktifan pihak 
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pelaksana dalam memonitoring serta mendampingi/memfasilitasi peserta 

program  dalam memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya.  

B. Saran 

1. Dalam kegiatan pensertipikatan tanah lintas sektor seperti pesertipikatan 

tanah Program UMK diperlukan adanya koordinasi yang baik antara 

pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut atau diperlukan adanya 

pendekatan terhadap masyarakat peserta program sehingga instasi 

pelaksana dapat memahami situasi dan kondisi serta kendala yang 

dihadapi masyarakat terkait akses permodalan sehingga program dapat 

terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. 

2. Masyarakat peserta program pensertipikatan tanah UMK diharapkan 

terlibat secara aktif dalam kegiatan penyuluhan sehingga dapat memahami 

dengan baik tujuan dan manfaat dari kegiatan pensertipikatan tanah UMK 

atau masyarakat peserta program dapat mengikuti kegiatan seperti 

pelatihan UMK sehingga diharapkan dapat memanajemen dengan baik 

usaha yang dijalankan serta dapat meningkatkan kreativitas serta inovasi 

dalam mengembangkan usahanya. 
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